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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah suatu dokumen 

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu1-5 tahun, yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Sehubungan dengan 

tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan 

lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi 

kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses 

berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang 

dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan 

dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui 

urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya 

tersedia. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) 

yang akan digunakan sebagai dasar rencana dan alokasi sumber daya 

tahunan selama 5 (lima tahun mendatang). 

Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kayong Utara diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan 

tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kayong Utara Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras 

dengan tujuan nasional sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi dan 

arah pembangunan yang telah disepakati bersama. 

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025- 

2029 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi 

hasil pembangunan, serta penelaahan Rancana Pembagunan Jangkan 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara 2025- 2029. RPJMD 

disusun dengan memperhatikan penyelarasan berbagai dokumen 

perencanaan pembangunan. Penyelarasan ini mencakup empat aspek: 
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1. Penyelarasan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Yang menjadi 

dasar ilmiah perencanaan, 

2. Penyelarasan dengan Visi dan Misi berserta program kepala daerah 

terpilih sebagai arah pembangunan, 

3. Penyelarasan dengan RPJMN dan Program Kepala Negara terpilih 

untuk menjamin keselarasan dengan agenda pembangunan naisional, 

4. Penyelarasan dengan RPJMD Provinsi untuk memastikan 

sinkronisasi program pembangunan daerah secara vertikal. 

Selain untuk mensukseskan visi dan misi dari Pemerintah Daerah, 

penyusunan Rensta ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan 

Reformasi Birokrasi pada umumnya untuk mensuksekan 

Pembangunan Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kayong Utara yang merupakan salah satu langkah 

awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani 

masyarakat secara cepat, tepat dan professional. 

1.2 Dasar Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 

2025-2029, sebagai berikut 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4421); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4682); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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6856); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

232   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 5475); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6042); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

18. Peraturan  pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019  tentang 

Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6396); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6123); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6633); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

18); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 

pembangunan  jangka  menengah  daerah,  serta  tata  cara 

perubahan  rencana  pembangunan  jangka  panjang  daerah, 

rencana pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja 

pemerintah  daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
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2017 Nomor 1312); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1369); 

29. Permendagri  Nomor  90  Tahun  2019  Tentang  Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1511); 

30. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 entang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 24); 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 259); 

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112); 

36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021, Nomor 172); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan 

Data Wilayah Adminisitrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan 

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 

47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 



Renstra Perangkat Daerah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 

Tahun 2025 – 2029 

8 

 

 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024); 

49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 

2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8); 

50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 

Nomor 4); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara 2015-2035 

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kayong  Utara  Tahun  2015 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Nomor 47); 

52. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kayong  Utara  Nomor  12  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

129); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No.6 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 

No. 26 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2024 Nomor 6, Nomor Registrasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 

2024); 

54. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata 

Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kayong  Utara Tahun 2021 Nomor  59, 

Tambahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 101); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 114); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217); 
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57. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 Nomor 2 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor xxx). 

 
1.3 Maksud Dan Tujuan 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025- 

2029 ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai dokumen 

perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan, menentukan sasaran, arah, kebijakan 

dan program serta kegiatan prioritas dan dasar penilaian kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Adapun 

tujuannya diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan 

dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat 

dalam mencapai tujuan, tercapainya penggunaan sumberdaya secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan dan Menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten 

Kayong Utara. 

a) Maksud 

Maksud penyusunan perencanaan strategis perubahan ini adalah: 

1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau 

acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara; 

2) Untuk menentukan sasaran,arah kebijakan dan program serta 

kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam jangka Menegah; 

3) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang mencerminkan 

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan 

akuntabel. 

b) Tujuan 

Tujuan penyusunan perencanaan strategis Perubahan ini adalah: 

1) Menyesuaikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan rencana 

kerangka pendanaan perangkat  daerah terhadap perubahan 
 

Renstra Perangkat Daerah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 

Tahun 2025 – 2029 
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kemampuan keuangan daerah; 

2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, 

efisien dan berkelanjutan; 

3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi, 

semua personil dalam melaksankan tugasnya sehingga tujuan 

program sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai.  

 
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

BAB I Pendahuluan  

 1.1 Latar Belakang;  

 1.2 Landasan Hukum;  

 1.3 Maksud dan Tujuan;  

 1.4 Sistematika Penulisan.  

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis 

Perangkat Daerah 

 
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

  Perangkat Daerah;  

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

 2.3 Kinerja Penilaian Pelayanan OPD  

 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan  

 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis  

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
 

 3.1 Tujuan  

 3.2 Sasaran  

 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029; 

 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah  dalam 

mencapai tujuan  dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja 

Penyelenggaraan Bidang Urusan 

 4.1 Uraian Program dan Kegiatan  

 4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, 

Target dan Pagu Indikatif 

 4.3 Uraian Sub  Kegiatan dalam  rangka mendukung 

program prioritas Pembangunan Daerah 
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 4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan 

Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator 

Kinerja Utama (IKU) 

 4.5 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) 

BAB V Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara nomor 59 tahun 2021, 

Tentang, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai 

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan 

umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

terdiri atas : 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 

pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan 

rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah (RPD) 

b. melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, 

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta 

pengawasan  pelayanan  pendaftaran  penduduk, 
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pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi 

administrasi kependudukan; 

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan 

kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas; 

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi 

kegiatan bidang teknis meliputi bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk, bidang pelayana pencatatan sipil dan bidang pengelolaan 

sistem infomasi administrasi kependudukan; 

e. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan 

anggaran dinas; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP); 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk 

hokum sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reformasi 

Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
2. Sekretaris: 

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, 

mengkoordinasikan dan monitoring urusan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana kerja sekretariat dinas; 

b. menyiapakan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan 

adminitrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan 

pelaporan; 

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan adminitrasi umum 

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

d. menyiapkan bahan admintrasi umum dan kepegawaian, keuangan, 

evaluasi dan pelaporan; 
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e. menyiapkan bahan program dan kegiatan admintrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

f. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, 

kerumahtanggaan, perpustakan, kehumasan dan penyusunan 

program; 

g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan; 

h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas; 

i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

dalam pelaksanaan tugas; 

j. menerapkan dan melaksanakan standar pelayanan dan standarisasi 

prosedur; 

k. melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP); 

l. melaksanakan SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah); dan 

a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan 

pembinaan umum di bidang pelayanan administrasi 

kependudukan. 

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil; 

b. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil; 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil 

e. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

f. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil; 

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun perencanaan, pengelolaan informasi, administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 

kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan; 

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 

kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan; 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 

kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan; 

d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan 

inovasi pelayanan; 

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem 

informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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STUKTUR ORGANISASI 
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara didukung sumber daya sebagai 

berikut : 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 
 

 
Tabel 2.1 

Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil 

Kabupaten Kayong Utara menurut Pangkat, Golongan dan 

Tingkat Pendidikan 

 

NO PANGKAT GOL 
TINGKAT PENDIDIKAN JLH 

SD SMP SMU D.II D.III S1 S2 

1. Pembina Utama Muda IV/c       1 1 

2. Pembina Tingkat 1 IV/b       1 1 

3. Pembina IV/a         

4. Penata Tingkat I III/d      4  4 
5. Penata III/c     1 1  2 
6. Penata Muda Tingkat I III/b     1   1 
7. Penata Muda III/a      6  6 
8. Pengatur Tingkat I II/d         
9. Pengatur II/c   1     1 

10. Pengatur Muda Tingkat I II/b         

11. Pengatur Muda II/a         

12. Juru Tingkat I I/d         

13. Juru I/c         

14. Juru Muda Tingkat I I/b         

15. Juru Muda I/a         

16. P3K     18 7 8  33 
17. Tenaga Honorer/PTT       1  1 
18. Tenaga Kontrak          

 Jumlah    1 18 9 20 2 50 
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2.2.2 Prasarana, Sarana dan Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris) 

Data aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong 

Utara: 

Tabel 2.2 

Data Inventaris 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

NO UARAIAN 
JUMLAH 

BARANG 
JUMLAH HARGA 

1 Gedung dan Bangunan 5 5.092.513.431.74 

2 Peralatan dan Mesin 543 3.081.440.259,29 

3 Jaringan, Irigasi dan Mesin 6 1.502.788.276,32 

4 Aset Lainnya 5 152.393.000 

 Aset Tetap Lainnya 5 10.040.000 

 Jumlah 564 9.839.174.967.33 

 

 
2.3  Kinerja Penilaian Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan 

gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Kinerja Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipildapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu : 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 

2. Persentase (%) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP 

el) 

3. Persentase (%) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun 

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kayong Utara secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel 

berikut: 

Renstra perangkat Daerah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 

Tahun 2025 – 2029 
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Renstra perangkat Daerah 
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Tahun 2025 – 2029 

 
Tabel 2.3 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara 

Tahun  2020-2024 
 

 

 
No 

 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun ke (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

 
1. 

 
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

 
85,27 

 
86,47 

 
87,67 

 
88,87 

 
88,88 

 
79,45 

 
84,44 

 
87,78 

 
88,88 

 
89,25 93,17 97,65 100,12 100,01 100,41 

 
2. 

Persentase Kepemilikan Dokumen 
Kependudukan 

 
81,25 

 
86,25 

 
91,25 

 
97,25 

 
98,25 

 
89,96 

 
86,86 

 
89,25 

 
88,85 

 
83,78 109,50 100,70 97,80 91,36 85,27 

  
 Kepemilikan KTP el 85 90 95 95 95 86,25 87,61 

 
89,06 

 
92,29 

 
96,25 101,47 97,34 93,74 97,14 101,31 

 
 Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 

Tahun 
94 96 98 98 98 94,40 95,10 

 
92,95 

 
99,80 

 
99,88 100,42 99,06 94,84 101,83 101,91 

  
 Kepemilikan Akta Kematian 100 100 100 100 100 100 77,25 

 
100 

 
100 

 
100 100 77,25 100 100 100 

 
 Persentase Pengelolaan 

Informasi Kependudukan 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 79,17 91,30 

 
75 

 
126,66 

 
40 - - - - - 
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Tabel 2.4 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 
Tahun 2025 – 2029 

 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara 

Tahun  2020-2024 

 
 
 
 

No 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 
Perangkat 

Daerah 

Anggaran Pada Tahun ke- 
 

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- 
 

Rasio Capaian Tahun ke- 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
1 

Belanja 
Operasional 

 
 

4.861.823.254,00 
 

5.300.459.360,00 
 

5.286.350.700 
 

5.207.000.152 

 
 

4.773.232.036 
 

5.164.036.799,00 
 

5.014.086.741 
 

5.157.909.396 - 98,17 97,42 94,86 99,05 

 

 
2 

 
Belanja 
Pegawai 

 

 
1.162.477.088 

 

 
1.303.702.704,00 

 

 
2.322.098.911,00 

 

 
2.374.587.380 

 

 
2.760.873.716 

 

 
1.115.694.330 

 

 
1.261.274.605,00 

 

 
2.199.976.255,00 

 

 
2.173.495.863 

 

 
2.735.152.883 95,97 96,74 94,74 91,53 99,06 

 
3 

Belanja Barang 
dan Jasa 

 
2.272.331.382 

 
3.558.120.550,00 

 
2.978.360.849,00 

 
2.911.763.320 

 
2.446.126.436 

 
2.240.854.000 

 
3.511.957.431,00 

 
2.964.060.544,00 

 
2.840.590.878 

 
2.422.756.513 98,61 98,70 99,51 97,55 99,04 

 
4 

 
Belanja Modal 

 
190.740.000 

 
214.563.400,00 

 
486.239.880,00 

 
339.126.450 

 
152.425.400 

 
190.307.000 

 
213.697.600 

 
471.381.200,00 

 
337.970.000 

 
151.927.000 99,77 99,59 96,94 99,65 99,67 

 
5 

Belanja Modal 

Peralatan dan 
Mesin 

 
 

90.000.000 
 

439.937.880,00 
 

339.126.450 
 

112.625.400 

 
 

89.155.000,00 
 

425.618.200,00 
 

337.970.000 
 

112.300.000 - 99,06 96,74 99,65 99,71 

Renstra perangkat Daerah 
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2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan 

a. Bayi baru lahir dan anak-anak 

Penerbitan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) 

b. Penduduk Usia Dewasa 

1. Penerbitan dan Perekaman KTP-el 

2. Pindah datang penduduk, perubahan data 

c. Pasangan yang menikah atau bercerai 

Penerbitan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian 

d. Penduduk yang meninggal dunia 

Penerbitan Akte Kematian 

e. Penduduk rentan atau khusus 

Masyarakat adat, penyandang disabilitas, warga tidak mampu, dan 

penduduk di wilayah terpencil 

f. Warga yang membutuhkan pelayanan online 

Masyarakat melek digital yang memanfaatkan layanan daring (online) 

untuk permohonan dokumen. 

 
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis 

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan 

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan 

yang berkembang dan harus dihadapi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.5 

Pemetaan Permasalahan  Pelayanan  Perangkat  Daerah 
 

No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 

1 Rata-rata cakupan 

kepemilikan 

dokumen 

administrasi 

kependudukan dan 

Perubahan data 

tidak bisa 

dilakukan secara 

cepat karena 

keterlambatan 

Kurang kesadaran masyarakat 

untuk langsung mengurus 

dokumen administrasi 

kependudukan seperti 

mengurus akta kematian dan 

Renstra perangkat Daerah 
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 pencatatan sipil 

belum 100% 

pelaporan mutasi tidak diurus langsung 

2 Persentase cakupan 

KTP el 

belum maksimal 

Dominasi usia 

pemula dan lansia 

yang belum Rekam 

KTP-el 

Banyaknya kasus double 

perekaman KTP el dan 

kurangnya kesadaran untuk 

Rekam KTP-el 

3 Persentase instansi 

yang memanfaatkan 

data penduduk 

disdukcapil belum 

optimal 

Belum 

tersosialisasikannya 

pemanfaatan data 

SIAK kepada 

Instansi/OPD 

Banyak instansi/OPD yang 

belum menggunakan basis data 

SIAK dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan 

 

 
2.5.2 Penentuan Isu-isu Strategis 

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

pelayanan umum sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, 

maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai 

berikut : 

a. Target untuk kepemilikan KTP-EL bagi semua wajib KTP di Kabupaten 

Kayong Utara adalah 100%. Untuk itu mengingat masih banyak warga 

yang belum melakukan perekaman sidik jari dan iris mata terutama 

untuk usia pemula, penduduk kepulauan, orang yang bekerja diluar 

daerah Kayong Utara, penduduk rentan adminduk seperti penduduk non 

permanen,penduduk Lanjut Usia, sakit-sakitan, disabilitas, sehingga 

perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perekaman terhadap yang wajib 

memiliki KTP-El. Ditargetkan akhir 2025 tidak ada lagi penduduk yang 

berKTP siak, semua sudah ber-KTP Elektronik. Untuk mewujudkan 

semua wajib KTP ber-KTP Elektronik maka langkah yang dilakukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, 

diantaranya melakukan jemput bola pelayanan mobile (keliling) secara 

langsung ke masyarakat untuk perekaman yang Lansia, sakit parah, 
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disabilitas cacat mental. Melakukan pemutahiran data secara berkala 

pengadaan Visat untuk mobilitas pelayanan kedaerah kepulauan yang 

belum terpenuhi,kalaborasi dengan berbagai pihak untuk kemudahan 

dalam pelayanan administrasi kependudukan. 

b. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 2 Tahun 2016 

tentang Kartu Identifikasi Anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kayong Utara menindaklanjuti dengan melakukan 

sosialisasi ke sekolah–sekolah se Kabupaten Kayong Utara bagi anak 

usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari untuk diberikan KIA (Kartu 

Identitas Anak) 

c. Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara melakukan 

Inovasi pelayanan percepatan dimana aparatur pemerintah harus aktif 

untuk  melakukan  pelayanan  jemput  bola  dengan 

bekerjasama dengan Pukesmas,rumah sakit, Klinik Bersalin, PKH 

(PendampingKeluarga Harapan) dengan schedule yang telah dibuat 

secara bertahap pertahun 2025-2029 agar mampu meningkatkan cakupan 

kepemilikan akta kelahiran. Disamping akta kelahiran juga akta kematian 

dengan pendataan bagi penduduk yang meninggal yang belum memiliki 

akta kematian bekerjasama dengan desa untuk mengisi Buku Pokok 

Pemakaman baik secara offline maupun online. 

d. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat semakin meningkat. Berbagai 

upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi 

pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan 

mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 

aparatur pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus 

berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan berbagai macam 

inovasi. Pembangunan inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk 

menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam 

rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 



 

 

 
 

 
 

 
Tabel 2.6 

Isu Strategis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 
Tahun 2025 – 2029 
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 
 
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari 

misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai 

indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari 

tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran 

ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus 

direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah 

secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang 

realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten 

Kayong Utara dalam sektor layanan publik. Dengan implementasi yang 

optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan yang akan 

dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Meningkatkan Layanan 

Pemerintah Daerah Berbasis Digital”. Tujuan tersebut selaras dengan Misi II 

RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Melayani Unggul dan Profesional”. Dalam hal ini Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan mampu menghasilkan 

perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan 

konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya 

melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, 

sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat tercapai. 

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang 

ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai 

bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategi ” Terwujudnya Layanan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien’’. 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka 

menengah  (5  tahun)  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah 

 

 



 

berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan 

beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan 

Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berfungsi sebagai 

dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung 

pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana 

Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara 

rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program 

oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan 

antara RPJMD dengan Renstra dapat menjamin konsistensi dan sinkronisasi 

perencanaan pembangunan diantaranya: 

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh 

2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah 

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD 

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan 

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra 

Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini : 

Gambar 3.1 

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 
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Tabel 3.1 

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra 
Tahun 2025-2030 

 

 

NSPK DAN 

SASARAN 

RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR 

TARGET TAHUN 
 

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatnya 

layanan pemerintah 

daerah berbasis 

digital 

Meningkatkan 

layanan pemerintah 

daerah berbasis 

digital 

  

 
Indeks Pelayanan Publik 4.22(A-) 4.25(A-) 4.35(A-) 4.45(A-) 4.51(A-) 4.55(A-) 

 

  Meningkatnya kualitas layanan 

kependudukan dan pencatatan 

sipil serta pemanfaatan data 

kependudukan 

Persentase Kepemilikan 

Dokumen Kependudukan 
98,30% 98,35% 98,36% 

 
98,37% 

 
98,38% 

 
98,39% 
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Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling 

berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini 

membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah 

ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin 

dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang 

dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program 

pembangunan. 

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah 

strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan 

dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, 

seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, 

pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian 

dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah- 

langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi 

memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi 

dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang 

tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel 

dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari 

waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam 

arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan 

dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas 

pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan 

oleh setiap perangkat daerah. 
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Tabel 3.2 

Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 
 

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KAYONG UTARA YANG RELIGIUS, 

SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA 

MISI II : Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Unggul dan Profesional 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatn 

ya Layanan 

Pemerintah 

Daerah 

Berbasis 

Digital 

Meningkatka 

n Layanan 

Pemerintah 

Daerah 

Berbasis 

Digital 

1. Digitalisasi Layanan 

Adminduk 

 Pengembangan 

Aplikasi 

layanan online 

Dukcapil 

kabupaten 

kayong 

 Integrasi sistem 

informasi 

pelayanan 

dengan instansi 

lain 

 Pemanfaatan 

tanda tangan 

eletonik(TTE) 

dan dokumen 

digital 

 
2. Pelayanan jemput 

bola dan pelayanan 

keliling kerjasama 

dengan pemerintah 

desa dan kecamatan 

 fokus pada 

kelompok 

rentan:lansia,di 

fabel masyrakat 

 
 Meningkatkan 

kualitas layanan 

dan Capaian 

Target pelayanan 

dokumen 

kependudukan 

(KTP-el, KK, akta 

kelahiran, akta 

kematian, akta 

perkawinan/perce 

raian, dsb) 

 
 Mendorong 

penerapan sistem 

pelayanan 

berbasis digital 

(online) dan 

integrasi data 

kependudukan 

 
 Penguatan dan 

peningkatan 

pelayanan jemput 

bola terutama di 

wilayah terpencil 

dan kepulauan. 

3. Meningkatakan 

SDM dan Tata Kelola 

 Pelatihan dan 

Bimtek 

petugas/operat 

or pelayanan 

 penerapan 

sistem reward 

and 

punishment 

berbasis kinerja 

 Reformasi 

biokrasi 

 Melakukan 

pemuktahiran data 

secara berkal dan 

validasi data 

penduduk 

 Sinkronisasi data 

dengan instansi 

lain untuk 

mendukung 

perencanaan 

pembangunan. 
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  internal dan 

penguatan 

pengawasan 

 

 4. Sosialisai Publik 

 Edukasi 

pentingnya 

dokumen 

kependudukan 

melalui media 

sosial,radio,sek 

olah 

 Melibatkan 

tokoh 

masyrakat dan 

pemuda dalam 

menyebarkan 

informasi 

adminduk 

 
Kerjasama 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil dengan 

OPD lain terkait 

Kerjasama 

Pemanfaatan 

Data 

Kependudukan 

 Peningkatan 

kompetensi 

aparatur Dukcapil 

dalam 

memberikan 

pelayanan publik. 

 
 Penyediaan 

sarana prasarana 

yang medukung 

pelayanan yang 

cepat, tepat, dan 

akurat. 

 
 Penyusunan dan 

penyesuaian 

regulasi daerah 

terkait 

administrasi 

kependudukan. 

 
 Peningkatan 

koordinasi lintas 

sektor untuk 

mendukung tertib 

administrasi. 

 Meningkatkan 

kesadaran dan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pencatatan dan 

pelaporan 

peristiwa 

kependudukan 

dan peristiwa 

penting. 

    Melakukan 

pemuktahiran 

data secara berkal 

dan validasi data 

penduduk 

 
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 

Strategi dalam  mencapai  tujuan dan  sasaran Renstra  Dinas 

Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029  Strategi dalam 
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mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian 

penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini 

berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan 

sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama 

yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang 

dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam 

pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 

strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, 

tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna 

menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam 

penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor 

internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan 

pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Faktor internal mencakup sumber 

daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi 

unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan 

nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global 

yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, 

strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan 

pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan 

kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. 

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi 

pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten 

Kayong Utara secara efektif dan berkelanjutan. 

Untuk membantu merumuskan strategi secara lebih tepat dan terarah, 

dilakukan perumusan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT 

dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu[aten Kayong Utara dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi 

ancaman. Untuk itu perumusan strategi pada Renstra Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025- 2029 dilakukan dengan 

Langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyusun alternatif pilihan Langkah yang dinilai realistis dapat mencapai 

tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kayong Utara; 
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2. Menetukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak 

berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap 

Langkah yang akan dipilih; 

3. Melakukan evaluasi untuk menetukan pilihan Langkah yang paling tepa 

tantara lain dengan menggunakan metode SWOT (Strengths/kekuatan, 

weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/ancaman), 

sebagai berikut : 

 
Tabel : 3.3 

Analisa SWOT lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara 

Faktor Eksternal Peluang (o): 

1. Keinginan Kuat dari 

berbagai pihak untuk 

mendukung sistem 

Administrasi 

Kependudukan 

2. Adanya Masyarakat 

sebagai pengguna layanan 

Tantangan (T): 

1. Rendahnya kesadaran 

Masyarakat terhadap 

pentingnya administrasi 

dokumen kependudukan 

dan akta-akta catatan 

sipil 

2. Ancaman Keamanan 

Data 

 
 
 
 

Faktor Internal 

Kekuatan (s): 

1. Tersedianya undang- 

undang tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

2. Tersedianya Peraturan 

Bupati 

3. Komitmen dan dukungan 

pimpinan 

Alternatif Strategi (S-O) 

1. Meningkatkan Kualitas 

Perencanaan 

2. Meningkatkan Pelayanan 

kepada Masyarakat 

3. Meningkatkandisiplin 

aparatur 

Alternatif Strategi (S-T) 

1. Meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia 

untuk mengelola Sistem 

Informasi Administrasi 

Kependudukan 

2. Melakukan Sosialisasi 

Kelemahan (W): 

1. Keterbatasan SDM 

2. Fasilitas dan 

Infrastruktur belum 

merata 

3. Keterbatasan Akses 

Alternatif Strategi (W-O) 

1. Meningkatkan kualitas 

perencanaan 

2. Meningkatkan sarana dan 

prasarana 

Alternatif Strategi (W-T) 

1. Peningkatan koordinasi 

antar instansi terkait 
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Tabel 3.4 

Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kayong Utara 

 
Tahap 1 (2026) 

 
Tahap II (2027) 

 
Tahap III (2028) 

 
Tahap IV (2029) 

 
Tahap V (2030) 

1 2 3 4 5 

Penguatan 

kualitas 

layanan 

Kependudukan 

dan 

Pencatatan 

Sipil serta 

pemanfaatan 

data 

Kependudukan 

Peningkatan 

kualitas layanan 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil serta 

pemanfaatan 

data 

Kependudukan 

Percepatan 

kualitas layanan 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil serta 

pemanfaatan 

data 

Kependudukan 

Optimalisasi 

kualitas 

layanan 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil serta 

pemanfaatan 

data 

Kependudukan 

Keberlanjutan 

kualitas layanan 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil serta 

pemanfaatan 

data 

Kependudukan 

 
3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan 

strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap 

tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan 

merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan 

pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama 

periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, 

tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing- 

masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode 

Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra 

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sebagai  berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabel 3.5 

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

 
NO. 

 
OPERASIONALISASI NSPK 

 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 

 
ARAH KEBIJAKAN 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

 
KET 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 
1 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2026 

tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peningkatan landasan Tata 

Kelola Pemerintah Berintegritas 

dan Dinamis 

Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait 

Administrasi Kependudukan termasuk Hak dan 

Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelengara, 

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan 

Dokumen Kependudukan, serta Sanksi terkait 

Administrasi Kependudukan. 

Mengatur tentang kewenangan 

pemerintah pusat dan daerah dalam 

penyelenggaraan administrasi 

kependudukan. 

 
 

 
2 

 

 
Permendagri Nomor 72 Tahun 

2022 tentang Identitas 

Kependudukan Digital 

Permendagri ini mengatur tentang Standar dan 

Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan 

Blangko KTP-el serta penyelenggara Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah representasi 

elektronik dari data Kependudukan yang diakses yang 

melalui Aplikasi di ponsel pintar, yang berfungsi sebagai 

Identitas Digital. 

Peraturan ini menetapkan standar 

teknis untuk pembuatan KTP-el, 

termasuk perangkat keras, perangkat 

lunak, dan blangko yang digunakan 

 
 

 
3. 

 

 
Permendagri Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Kartu Identitas 

Anak 

Permendagri ini mengatur tentang Identitas Anak (KIA) 

KIA adalah kartu identitas resmi untuk anak usia 

dibawah 17 tahun yang belum menikah, diterbitkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil) Kabupaten/Kota. Tujuan penerbitnya adalah 

untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan 

pelayanan serta sebagai upaya pemenuhan hak 

konstitusional. 

 
Tujuan penerbitan KIA meningkatkan 

pendataan anak-anak atau 

memberikan perlindungan dan 

pelayanan publik yang lebih baik bagi 

anak. Dan memenuhi hak 

konstitusional sebagai warga negara. 
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4. 

Permendagri Nomor 17 Tahun 

2023 yang merupakan perubahan 

dari Permendagri Nomor 102 

Tahun 2019 tentang Pemberian 

Hak Akses dan Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Optimalisasi Tata Kelola 

Pemerintah Berintegritas dan 

Dinamis 

Permendagri ini mengatur persyaratan, tata cara, dan ruang 

lingkup pemberian hak akses serta pemanfaatan data 

kependudukan 

Perumusan arah kebijakan harus 

berbasis data analis dan partisipatif. 

 

 

 
5. 

 
Permendagri Nomor 57 Tahun 

2021 tentang SMKI 

Optimalisasi Tata Kelola 

Pemerintah Berintegritas dan 

Dinamis 

Peraturan ini mengatur penerapan Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi (SMKI) dalam lingkup administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan 

melindungi data penduduk dan menjaga keamanan 

informasi 

Mengedepankan prinsip Good 

Governance (Transparansi, 

Akuntabilitas, Responsivitas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
4.1 Uraian Program dan Kegiatan 

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran 

yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditentukanlah program, dan 

kegiatan. Adapun program dan Kegiatan yang dimiliki Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

2. Program Pendaftaran Penduduk 

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk 

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk 

3. Program Pencatatan Sipil 

1. KegiatanPelayananPencatatanSipil 

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

1. Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan 

dan Penyajian Database Kependudukan 

2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan 

3. Kegiatan  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Informasi  Administrasi 
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Kependudukan 

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan 

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Struktur 

sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator 

dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. 

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan proses 

strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan 

tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. 

Kerangka  Perumusan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil serta  Teknik Merumuskan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar : 4.1 

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas  

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Renstra Perangkat Daerah 
 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 
Tahun 2025– 2029 

 

 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 
SUBKEGIATAN 

 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Meningkatnya Meningkatkan     

 
Indeks Pelayanan Publik 

  

Layanan Layanan 

Pemerintah 
daerah Berbasis 

Pemerintah 
daerah 

Digital Berbasis Digital 

  Meningkatnya 
Layanan 
Pemerintah daerah 
Berbasis Digital 

  Persentase Kepemilikan 
Dokumen Kependudukan 
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Meningkatnya 

Kualitas Layanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

 1. Persentase 
Kepemilikan Identitas 
Kependudukan  Digital 

 
 
 

 
PROGRAM 

PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

 

    2. Persentase 
Kepemilkan Kartu 
Identitas Anak 

 

    
 
3. Persentase 
Kepemilikan KTP el 

 

    Terlaksananya 
Peningkatan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan hasil 
Peningkatan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Kegiatan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

     
Tersedianya Pendataan 
Penduduk 
Non Permanen dan 
Rentan Administrasi 
Kependudukan 

 
Jumlah Dokumen Hasil 
Pendataan Penduduk Non 
Permanen dan Rentan 
Administrasi 
Kependudukan 

Pendataan 
Penduduk Non 
Permanen dan 
Rentan 
Administrasi 
Kependudukan 
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    Terlaksananya 
Pencatatan, 
Penatausahaan dan 
Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pencatatan, 
Penatausahaan dan 
Penerbitan Dokumen Atas 
Pendaftaran Penduduk 

Pencatatan, 
Penatausahaan 
dan Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    

Terlasaksananya 
Penyelesaian 
Masalah Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Penduduk yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Penyelesaian Masalah 
Pendaftaran Penduduk 

Penyelesaian 
Masalah 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    
Meningkatnya 
Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan Hasil 
Peningkatan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Peningkatan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terlaksananya 
Pencatatan, 
Penatausahaan dan 
Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pelaporan Peristiwa 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen 
Pencatatan, 
Penatausahaan dan 
Penerbitan 
Dokumen Atas Pelaporan 
Peristiwa Kependudukan 

Pencatatan, 
Penatausahaan 
dan Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pelaporan Peristiwa 
Kependudukan 
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    Terlaksananya 
Pencatatan Atas 
Pelaporan Peristiwa 
Kependudukan 

Jumlah Laporan 
Pencatatan Atas 
Pelaporan Peristiwa 
Kependudukan 

Pencatatan Atas 
Pelaporan Peristiwa 
Kependudukan 

 

    Terlaksananya 
Penerbitan Dokumen 
Atas Hasil Pelaporan 
Peristiwa 
Kependudukan 

Jumlah Laporan 
Penerbitan 
Dokumen Atas Hasil 
Pelaporan 
Peristiwa Kependudukan 

Penerbitan 
Dokumen Atas 
Hasil Pelaporan 
Peristiwa 
Kependudukan 

 

    Terlaksananya 
Pengumpulan, 
Analisis, dan 
Diseminasi Data 
Terkait Pendaftaran 
dan Perkembangan 
Penduduk 

Jumlah Dokumen 
Pengumpulan, 
Analisis, dan Diseminasi 
Data Terkait Pendaftaran 
Dan Perkembangan 
Penduduk 

Pengumpulan, 
Analisis, dan 
Diseminasi Data 
Terkait 
Pendaftaran dan 
Perkembangan 
Penduduk 

 

    
Terlaksananya 
Penataan Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Penataan Pendaftaran 
Penduduk 

Kegiatan 
Penataan 
Pendaftaran 
Penduduk 
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Terlaksananya 
Penyusunan Tata Cara 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

Jumlah Dokumen Tata 
Cara 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk yang Disusun 

Penyusunan Tata 
Cara Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, 
Evaluasi, 
Pengendalian, dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    
 
Tersedianya Dokumen 
Kependudukan selain 
Blangko KTP-El, 
Formulir, dan Buku 
Terkait Pendaftaran 
Penduduk Sesuai 
dengan Kebutuhan 

 
Jumlah Dokumen 
Kependudukan selain 
Blangko KTP-El, Formulir, 
dan Buku Terkait 
Pendaftaran Penduduk 
Sesuai dengan Kebutuhan 
yang Tersedia 

Pengadaan 
Dokumen 
Kependudukan 
selain Blangko 
KTP-El, Formulir, 
dan Buku Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 
Sesuai dengan 
Kebutuhan 

 

    Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran 
Penduduk 
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Terlaksananya 
Koordinasi antar 
Lembaga Pemerintah 
dan Lembaga Non- 
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

 
Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga 
Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Koordinasi antar 
Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non- 
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    

Terlaksananya 
Pelayanan Secara Aktif 
Pendaftaran Peristiwa 
Kependudukan dan 
Pencatatan Peristiwa 
Penting Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelayanan Secara Aktif 
Pendaftaran Peristiwa 
Kependudukan dan 
Pencatatan 
Peristiwa Penting Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

Pelayanan Secara 
Aktif Pendaftaran 
Peristiwa 
Kependudukan dan 
Pencatatan 
Peristiwa Penting 
Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terfasilitasinya 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi 
pendaftaran penduduk 

Fasilitasi 
Pendaftaran 
Penduduk 
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Terlaksananya 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Data 
Kependudukan Terkait 
Pendaftaran Penduduk 
yang 
Dimanfaatkan 

Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 
Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Tersosialisasinya 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan Hasil 
Sosialiasi 
Pendaftaran Penduduk 

Sosialisasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terlaksananya Kerja 
Sama dengan 
Organisasi 
Kemasyarakatan dan 
Perguruan Tinggi 
Terkait Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Dokumen Hasil 
Kerja Sama 
dengan Organisasi 
Kemasyarakatan 
dan Perguruan Tinggi 
Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

Kerja Sama dengan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
dan Perguruan 
Tinggi Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terlaksananya 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Edukasi kepada 
Pemangku 
Kepentingan dan 
Masyarakat Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Pemangku 
Kepentingan dan 
Masyarakat yang 
Mendapatkan 
Komunikasi, Informasi, 
dan Edukasi 
Terkait Pendaftaran 
Penduduk 

Komunikasi, 
Informasi, dan 
Edukasi kepada 
Pemangku 
Kepentingan dan 
Masyarakat Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 
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Tesedianya Data 
Kependudukan yang 
Akurat dan Dapat 
Dipertanggungjawabka 
n Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

Jumlah Data 
Kependudukan yang 
Akurat dan Dapat 
Dipertanggungjawabkan 
Terkait 
Pendaftaran Penduduk 
yang Tersedia 

Penyajian Data 
Kependudukan 
yang Akurat dan 
Dapat 
Dipertanggungjawa 
bkan Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terlaksananya 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terlaksananya 
Pengelolaan dan 
Pelaporan Penggunaan 
Blangko 
Dokumen 
Kependudukan, 
Formulir, 
dan Buku untuk 
Pelayanan  
Pendaftaran Penduduk 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan 
dan Pelaporan 
Penggunaan Blangko 
Dokumen Kependudukan, 
Formulir, 
dan Buku untuk 
Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Pengelolaan dan 
Pelaporan 
Penggunaan 
Blangko Dokumen 
Kependudukan, 
Formulir, dan 
Buku 
untuk Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 
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Terbinanya dan 
Terawasinya Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

Jumlah Laporan 
Pembinaan dan 
Pengawasan Terkait 
Pendataran 
Penduduk 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    Terlaksananya 
Bimbingan Teknis 
Terkait Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
bimbingan Teknis 
Terkait Pendaftaran 
Penduduk 

Bimbingan Teknis 
Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

    
 
 
 
 

 
Meningkatnya 
Kualitas Layanan 
Pencatatan Sipil 

 1. Persentase Akta 
Kematian yang 
diterbitkan bagi yang 
melaporkan 

 
 
 
 
 

 
PROGRAM 
PENCATATAN 
SIPIL 

 

   2. Persentase Akta 
Kelahiran yang 
diterbitkan bagi yang 
melaporkan 

 

   3. Persentase Akta 
Perkawinan yang 
diterbitkan bagi yang 
melaporkan 

 

   4. Persentase Akta 
Perceraian yang 
diterbitkan bagi yang 
melaporkan 
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    Terlaksananya 
Peningkatan dalam 
Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Jumlah layanan 
Pencatatan Sipil yang 
ditingkatkan 

Kegiatan 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

 

    Terlaksananya 
Pencatatan, 
Penatausahaan dan 
Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pelaporan Peristiwa 
Penting 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pencatatan, 
Penatausahaan dan 
Penerbitan 
Dokumen Atas Pelaporan 
Peristiwa 
Penting 

Pencatatan, 
Penatausahaan 
dan 
Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pelaporan 
Peristiwa Penting 

 

    Meningkatnya 
Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Layanan 
Pencatatan Sipil 
yang Ditingkatkan 

Peningkatan dalam 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

 

    Terlaksananya 
Pengumpulan, 
Analisis, dan 
Diseminasi Data 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengumpulan, Analisis, 
dan 
Diseminasi Data 
Pencatatan Sipil 

Pengumpulan, 
Analisis, dan 
Diseminasi Data 
Pencatatan Sipil 
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Tersedianya Dokumen 
Tata Cara 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian  
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Dokumen Tata 
Cara 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian 
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pencatatan Sipil 
yang Disusun 

Penyusunan Tata 
Cara Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, 
Evaluasi, 
Pengendalian dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pencatatan Sipil 

 

    Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Penyelenggaran 
Pencatatan Sipil 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil 
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Terlaksananya 
Koordinasi dengan 
Kantor Kementerian 
yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dan 
Pengadilan 
Agama yang Berkaitan 
dengan 
Pencatatan Nikah, 
Talak, Cerai, dan 
Rujuk bagi Penduduk 
yang Beragama 
Islam 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi 
dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang 
Agama 
Kabupaten/Kota dan 
Pengadilan 
Agama yang Berkaitan 
dengan 
Pencatatan Nikah, Talak, 
Cerai, dan 
Rujuk bagi Penduduk 
yang Beragama 
Islam 

Koordinasi dengan 
Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang 
Agama 
Kabupaten/Kota 
dan 
Pengadilan Agama 
yang Berkaitan 
dengan Pencatatan 
Nikah, Talak, 
Cerai, dan Rujuk 
bagi Penduduk 
yang Beragama 
Islam 
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Terlaksananya 
Koordinasi dengan 
Kantor Kementerian 
yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota 
dalam Memelihara 
Hubungan Timbal 
Balik Melalui 
Pembinaan Masing- 
Masing kepada 
Instansi Vertikal dan 
UPT Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi 
dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang 
Agama 
Kabupaten/Kota dalam 
Memelihara 
Hubungan Timbal Balik 
Melalui 
Pembinaan Masing-Masing 
kepada 
Instansi Vertikal dan UPT 
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dengan 
Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang 
Agama 
Kabupaten/Kota 
dalam 
Memelihara 
Hubungan Timbal 
Balik Melalui 
Pembinaan Masing- 
Masing kepada 
Instansi Vertikal 
dan UPT Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 
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Terlaksananya 
Koordinasi antar 
Lembaga Pemerintah 
dan Lembaga 
Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi 
Antar Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-Pemerintah 
di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban 
Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Koordinasi antar 
Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non- 
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

 

    
Terlaksananya 
Pelayanan Secara Aktif 
Pendaftaran Peristiwa 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Peristiwa Penting 
Terkait Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelayanan 
Secara Aktif Pendaftaran 
Peristiwa 
Kependudukan dan 
Pencatatan 
Peristiwa Penting Terkait 
Pencatatan 
Sipil 

Pelayanan Secara 
Aktif Pendaftaran 
Peristiwa 
Kependudukan dan 
Pencatatan 
Peristiwa Penting 
Terkait 
Pencatatan Sipil 

 

    
Terfasilitasinya 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi 
Pencatatan Sipil 

Fasilitasi Terkait 
Pencatatan Sipil 
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    Terselenggaranya 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan Terkait 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan 
Data Kependudukan 
Terkait 
Pencatatan Sipil 

Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 
Terkait Pencatatan 
Sipil 

 

     Jumlah Laporan Hasil 
sosialisasi 
Pencatatan Sipil 

  

    Terlaksananya 
Penyajian Data 
Kependudukan yang 
Akurat dan 
dapat 
Dipertanggungjawabka 
n Terkait 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan Penyajian 
Data 
Kependudukan yang 
Akurat dan 
dapat 
Dipertanggungjawabkan 
Terkait Pencatatan Sipil 

Penyajian Data 
Kependudukan 
yang Akurat dan 
Dapat 
Dipertanggungjawa 
bkan Terkait 
Pencatatan Sipil 

 

    Terlaksananya 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil 

Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil 
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    Terlaksananya 
Pengelolaan dan 
Pelaporan Penggunaan 
Blangko 
Dokumen 
Kependudukan, 
Formulir, 
dan Buku untuk 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan 
dan Pelaporan 
Penggunaan Blangko 
Dokumen Kependudukan, 
Formulir, 
dan Buku untuk 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Pengelolaan dan 
Pelaporan 
Penggunaan 
Blangko Dokumen 
Kependudukan, 
Formulir, dan 
Buku 
untuk Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

 

    

Terbinanya dan 
Terawasinya 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pencatatan Sipil 
yang Telah Dilakukan 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terkait 
Pencatatan Sipil 
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Terlaksananya 
Supervisi Bersama 
dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dan 
Pengadilan 
Agama mengenai 
Pelaporan 
Pencatatan Nikah, 
Talak, Cerai, dan 
Rujuk bagi Penduduk 
yang Beragama 
Islam dalam rangka 
Pembangunan 
Basis Data 
Kependudukan Terkait 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan Supervisi 
Bersama 
dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang 
Agama 
Kabupaten/Kota dan 
Pengadilan 
Agama Mengenai 
Pelaporan 
Pencatatan Nikah, Talak, 
Cerai, dan 
Rujuk bagi Penduduk 
yang Beragama 
Islam dalam rangka 
Pembangunan 
Basis Data Kependudukan 
Terkait 
Pencatatan Sipil yang 
Dilaksanakan 

Supervisi Bersama 
dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota 
dan Pengadilan 
Agama Mengenai 
Pelaporan 
Pencatatan Nikah, 
Talak, Cerai, dan 
Rujuk bagi 
Penduduk yang 
Beragama Islam 
dalam rangka 
Pembangunan 
Basis Data 
Kependudukan 
terkait Pencatatan 
Sipil 

 

    Terlaksananya 
Bimbingan Teknis 
Terkait Pencatatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Bimbingan 
Teknis Terkait Pencatatan 

Bimbingan Teknis 
Terkait Pencatatan 
Sipil 
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    Sipil Sipil   

   
Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Informasi 
Kependudukan 

 

Persentase Informasi 
Kependudukan yang 
Dimanfaatkan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

 

    

Terlaksananya 
Pengumpulan Data 
Kependudukan dan 
Pemanfaatan dan 
Penyajian Database 
Kependudukan 

 
Jumlah Pengumpulan 
Data Kependudukan dan 
Pemanfaatan dan 
Penyajian Database 
Kependudukan 

Kegiatan 
Pengumpulan 
Data 
Kependudukan 
dan Pemanfaatan 
dan Penyajian 
Database 
Kependudukan 

 

    Terlaksananya 
Pengolahan dan 
Penyajian Data 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Data 
Kependudukan yang 
Diolah dan 
Disajikan 

Pengolahan dan 
Penyajian Data 
Kependudukan 

 

    Terlaksananya Kerja 
Sama 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Kerja 
Sama 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Kerja Sama 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 
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    Terlaksananya 
Inventarisasi Data 
untuk Kepentingan 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Inventarisasi 
Data untuk Kepentingan 
Pembangunan Daerah 

Inventarisasi Data 
untuk 
Kepentingan 
Pembangunan 
Daerah 

 

    

Tersusunnya sistem 
pengelola Informasi 
Administrasi 
Penduduk 

 
Jumlah Sistem Pengelola 
Informasi Administrasi 
Penduduk 

Kegiatan 
Penataan 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 

    
Terlaksananya 
Penyusunan Tata Cara 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, 
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Tata 
Cara 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, 
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan yang 
Disusun 

Penyusunan Tata 
Cara Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, 
Evaluasi, 
Pengendalian, dan 
Pelaporan 
Penyelenggaraan 
Adminduk Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
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    Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 

    

Terlaksananya 
Koordinasi Antar 
Lembaga Pemerintah 
dan Lembaga 
Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi 
Antar Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-Pemerintah 
di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Koordinasi Antar 
Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non- 
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam 
Penertiban 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 

    
Terfasilitasinya 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Fasilitasi Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 

    Terlaksananya 
Penyelenggaraan 

Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
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    Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Kependudukan  

    
Tersosialisasinya 
Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sosialisasi 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Sosialisasi Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 

    Terlaksananya 
Penyajian Data 
Kependudukan yang 
Akurat dan 
Dapat 
Dipertanggungjawabka 
n 

Jumlah Dokumen Data 
Kependudukan yang 
Akurat dan 
Dapat 
Dipertanggungjawabkan 

Penyajian Data 
Kependudukan 
yang 
Akurat dan dapat 
Dipertanggungjawa 
bkan 

 

    Terlaksanya 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 
Jumlah Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
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Terlaksananya 
Pembinaan dan 
Pengawasan Terkait 
Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 

    
Terlaksananya 
Bimbingan Teknis 
Terkait Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pendayagunaan Data 
Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Bimbingan 
Teknis Terkait Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pendayagunaan Data 
Kependudukan 

Bimbingan Teknis 
Terkait  
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pendayagunaan 
Data 
Kependudukan 

 

   
Meningkatnya 
Kualitas Profil 
Kependudukan 

 

Cakupan Pengelolaan 
Profil Kependudukan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PROFIL 
KEPENDUDUKAN 

 

    Terlaksananya 
Penyusunan Profil 
Kependudukan 

Jumlah Profil 
Kependudukan 

Kegiatan 
Penyusunan Profil 
Kependudukan 

 

    Tersedianya Data 
Kependudukan 

Jumlah Data 
Kependudukan 

Penyediaan Data 
Kependudukan 
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    Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota  

    
Tersusunnya Profil 
Data 
Perkembangan dan 
Proyeksi 
Kependudukan serta 
Kebutuhan yang 
Lain 

Jumlah Dokumen Profil 
Data 
Perkembangan dan 
Proyeksi 
Kependudukan serta 
Kebutuhan yang 
Lain yang tersusun 

Penyusunan Profil 
Data 
Perkembangan dan 
Proyeksi 
Kependudukan 
serta Kebutuhan 
yang 
Lain 

 

   Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Perangkat Daerah 

 Nilai IKM OPD PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOT 
A 

 

   Nilai AKIP OPD  

    
Tersusunnya 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
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Tersusunnya 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 

    Tersedianya Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA- 
SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA- 
SKPD 

 

    Tersedianya Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA- 
SKPD 

 

    Tersedianya Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA- 
SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA- 
SKPD 
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    Tersedianya Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD 

 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA- 
SKPD 

 

    Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

 

    Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

    Tersusunnya 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kegiatan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
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      Daerah  

     Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

  

    Tersedianya 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

 

    
Terlaksananya 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan 
SKPD 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifika 
si Keuangan SKPD 

 

    Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

 

    Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 
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    Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

  

    Tersedianya Dokumen 
Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak 
Lanjut Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut 
Pemeriksaan 

Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan 

 

    Tersedianya Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Sem 
esteran 
SKPD 

 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

 

    
Tersedianya Dokumen 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 
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Tersusunnya 
Administrasi Barang 
Milik Daerah 
pada Perangkat 
Daerah 

 
Jumlah Administrasi 
Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

Kegiatan 
Administrasi 
Barang Milik 
Daerah 
pada Perangkat 
Daerah 

 

    
Tersedianya Rencana 
Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Penyusunan 
Perencanaan 
Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

 

    
Terlaksananya 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah 
SKPD 

 

    Tersedianya Laporan 
Hasil Penilaian 
Barang Milik Daerah 
dan Hasil 
Koordinasi Penilaian 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah Laporan Hasil 
Penilaian 
Barang Milik Daerah dan 
Hasil 
Koordinasi Penilaian 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

 
Koordinasi dan 
Penilaian Barang 
Milik Daerah SKPD 
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    Terlaksananya 
Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah 
pada SKPD 

 

    Terlaksananya 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

 

    Terlaksananya 
Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah 
pada SKPD 

 

    
Terlaksananya 
Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

Pemanfaatan 
Barang Milik 
Daerah 
SKPD 

 

    Tersusunya 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 
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    Tersedianya Unit 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Disiplin 
Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Disiplin 
Pegawai 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Disiplin Pegawai 

 

    
Tersedianya Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 

Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

 

    Terlaksananya 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

 

    Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi 
dan Pelaksanaaan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

 

    
Terlaksananya 
Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja 
Pegawai 

Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian 
Kinerja Pegawai 
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    Terlaksananya 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

 

    

Terlaksananya 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang- 
Undangan 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 

 

    
Terlaksananya 
Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 

 

    Tersusunya 
Administrasi Umum 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kegiatan 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

 

    
Tersedianya Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
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Tersedianya Peralatan 
dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 

    
Tersedianya Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah 
Tangga yang Disediakan 

Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

 

    
Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor 
yang Disediakan 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 

    
Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 

    
Tersedianya Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan Perundang- 
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan Perundang- 
Undangan yang 
Disediakan 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan 

 

    
Tersedianya 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Bahan/Material 

 

    Terlaksananya 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 
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    Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

 

    Terlaksananya 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

 

    Terlaksananya 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

 

    Tersusunya 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 
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Tersedianya 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 

    
Tersedianya 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 

    
Tersedianya Mebel 

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

Pengadaan Mebel 
 

    
Tersedianya Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin 
Lainnya 

 

    
Tersedianya Aset Tetap 
Lainnya 

Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Aset 
Tetap Lainnya 

 

    
Tersedianya Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang 
Disediakan 

Pengadaan Aset 
Tak Berwujud 
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Tersedianya Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 

   Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

 

    
Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau 
Bangunan Lainnya 

 

    
Tersusunya 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

    Terlaksananya 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 
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Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan 
Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan 
Listrik yang Disediakan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

 

    

Tersedianya Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 

    

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

 

    
Terlaksananya 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
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    Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan 
Pajaknya 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 

    
Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 
Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

Pemeliharaan 
Mebel 

 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin 
Lainnya 
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    Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset 
Tetap Lainnya 

Jumlah Aset Tetap 
Lainnya yang 
Dipelihara 

Pemeliharaan Aset 
Tetap Lainnya 

 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Aset Tak 
Berwujud yang 
Dipelihara 

Pemeliharaan Aset 
Tak Berwujud 

 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabili 
tasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Reh 
abilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabili 
tasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara 
/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Reh 
abilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau 
Bangunan Lainnya 

 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabili 
tasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Reh 
abilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
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Indikatif 

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 

adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

direncanakan untuk dilaksanakan dalam priode 5 (Lima) tahun, lengkap 

dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan 

pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari 

sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan 

arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan 

rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan 

anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan   dan   Pendanaan   dijelaskan   pada   tabel   sebagai 

berikut : 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara 

Tahun 2025– 2029 
 

 
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas 

Pembangunan Daerah 

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan 

Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling 

strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian 

program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu 

strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan Daerah. Dalam sub 

kegiatan prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.3 

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas 

Pembangunan Daerah 

NO. PROGRAM 
PRIORITAS 

OUTCOME 
KEGIATAN/ 

SUBKEGIATAN 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

 
1. 

PROGRAM 
PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

 
Meningkatnya Kualitas Layanan 
Pendaftaran Penduduk 

Persentase Kepemilikan 
Identitas Kependudukan 
Digital 

 

Persentase Kepemilikan 
Kartu Identitas Anak 

 

 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 

PROGRAM 
PENCATATAN 

SIPIL 

 
 
 

 
Meningkatnya Kualitas Layanan 
Pencatatan Sipil 

Persentase Akte Kematian 
yang diterbitkan bagi yang 
melaporkan 

 

Persentase Akte Kelahiran 
yang diterbitkan bagi yang 
melaporkan 

 

Persentase Akte Perkawinan 
yang diterbitkan bagi yang 
melaporkan 

 

Persentase Akte Perceraian 
yang diterbitkan bagi yang 
melaporkan 
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4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029 

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran 

keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan 

sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja 

strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator kinerja Utama 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dijelaskan pada tabel 

dibawah ini: 

 
Tabel 4.4 

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

 
NO. 

 
INDIKATOR 

 
SATUAN 

TARGET TAHUN 
 

KET. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 

 
1 

 

 
Indeks 
Pelayanan 
Publik 

 
 

 
Nilai 

 
 

 
4.22 

 
 

 
4.25 

 
 

 
4.35 

 
 

 
4.45 

 
 

 
4.51 

 
 

 
4.55 

 

 
2 

Persentase 
Kepemilikan 
Dokumen 
Kependudukan 

 
Persentase 

 
98,30% 

 
98,35% 

 
98,36% 

 
98,37% 

 
98,38% 

 
98,39% 

 

 

 
4.5 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat 

operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub 

kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Indikator Kinerja Kunci 

 
 
 
 
 

N0. 

 
 
 
 

INDIKATOR 

 
 
 
 

SATUAN 

 
 

 
BASELINE TAHUN 

2024 

 
TARGET TAHUN 

 
KET 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 

 
1. 

 
 
Perekaman 
KTP Elektronik 

 

 
% 

 

 
96,25 

 

 
97 

 

 
97,5 

 

 
98 

 

 
99 

 

 
100 

 

 
100 

 

 

 
2. 

 
Persentase Anak 
Usia 0-17 Tahun 
Kurang 1 (Satu) 
hari yang memiliki 
KIA 

 
 
 

% 

 
 
 

78,38 

 
 
 

80 

 
 
 

83 

 
 
 

85 

 
 
 

87 

 
 
 

90 

 
 
 

95 

 

 
3. 

 
Kepemilikan Akta 
Kelahiran 

 
% 

 
94,22 

 
98 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 
 
 

4. 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang telah 
memanfaatkan 
Data 
Kependudukan 
berdasarkan 
Perjanjian Kerja 
Sama 

 
 
 

Nilai 

 
 

 
- 

 
 

 
25 

 
 

 
50 

 
 

 
75 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 
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